BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 03 TAHUN 2007

tentang

KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

I~

BUPATI BENGKAYANG

bahwa scjalan dengan tuntutan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil
dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan
kemauan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemeriniah Kabupaten Bengkayang
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sckolah atau
perguruan tinggi dengan biaya sendiri;

bahwa untuk memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil scbagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu diatur dengan ketentuan pemberian jjin belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

bahwa untuk menjaga tertib administrasi pemberian ijin belajar perdu ditetapkan
dengan suatu Peraturan;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propiasi Kal-Bar, Kal-Scl dan Kal-Tim (lLembaran Negaea Republik Indonesta

Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara No.1100);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 169);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Kcuangan
Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah......ccooeneene..




10.

11.

13.

14.

Memperhatkan

Menctapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan
Pckerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1980 jo. Surat Iidaran Kepala BAKN
Nomor 23/SEE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Neger Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi scbagat Dacrah Otonom;

Peraturan  Pemerintah - Nomor 96 ‘Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan chnwai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 “Tahun 2000 tentang Pendidikan  dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negen Sipil;

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama kali
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah dan Sckretanat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Surat Menten Dalam Negen Nomor : 892/303 S) Tanggal 9 J;muari 1990
perihal Petunjuk Pemberian ljin Belajar Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.

b
&
d

g

Bupati adalah Bupati Bengkayang;

Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Bengkayang;

Bagjan Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang;

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

Atasan Langsung adalah Pejabat yang sccara langsung membawahi Pengawai Neger Sipil dilingkungan

unit kerjanya;

Pegawai Neger Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Dacrah Kabupaten Bengkayang;

Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku sccara umum maupun sccara khusus sesuai ketentuan yang

berlaku

Tjin Belajar adalah Ijin Belajar yang diberikan kepada Pegawai Negen Sipil untuk mengikuti pendidikan
pada suatu lembaga pendidikan formal diluar jam kerja;

Jenjang Pendidikan dimulai dani tingkat Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sckolah Lanjutan Tingkat
Atas, Diploma (I, 11, 111 dan 1V), Akta (1, 11, I1L, IV dan V), Spesialis 1 dan 11 serta Strata 1, 11 dan 111

BAB IlL..........
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BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan ljin Belajar, sebagai berikut :

a. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negen Sipil;

b. Diusulkan olch pimpinan Unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

c. Setiap unsur penilaian DP-3 sckurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. Pendidikan yang akan diikuti memiliki relevansi dengan bidang tugas dan akan dilaksanakan di luar jam
kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas schari-hari dan dibuktikan dengan surat
pemyataan tidak berkeberatan dari pimpinan unit organisasi;

Melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penycsuaian ijazah;

Melampirkan Surat Pernyataan untuk menanggung scgala biaya pendidikan secara mandirt;

P

™

g.  Meclampirkan Surat tanda lulus seleksi atau surat keterangan bahwa sudah ditedima di sckolah atau
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan;

h. Status sckolah atau perguruan tinggi tempat belajar adalah sckolah atau Perguruan Tinggi Negen atau
Swasta yang telah diakreditasi olch pemenntah;

i Lokasi Sckolah atau Perguruan Tinggi tempat belajar harus mudah dijangkau schingga memungkinkan
yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas schani-han;

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 3

Pegawai Neger Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sckolah atau

Perguruan Tinggj terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :

a. DDP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Surat Keputusan pengangkatan scbagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pengangkatan
dalam pangkat terakhir;

c. Surat Pernyataan dari yang hersangkutan mengenai kesanggupan untuk menanggung scluruh biaya
pendidikan serta tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penycesuaian ijazah.

2. Permohonan scbapaimana diatur pada #lyaf (1) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi
melalui atasan langsung;

2, Atasan Langsung berkewajiban mencliti, mempelajari dan menyampaikan  kepada Pimpinan Unit
Organisasi sclambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari scjak diterima permohonan permintaan ijin
belajar dari Pegawai Negeni Sipil yang mengajukan permohonan, dilampirkan pertimbangan dan atasan
langsung;

4. Apabila Pimpinan Unit Organisasi menilai bahwa pendidikan yang diikuti telah memenuhi syarat
schagaimana diatur pada Pasa/ 2 Peraturan ini, maka kepada pemohon diberikan rekomendasi ijin
mengikuti seleksi masuk sckolah/perguruan tinggi;

5. Apabila pcmohon tclah dinyatakan lulus scleksi dan atau diterima pada sckolah/perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan, maka pimpinan unit organisasi berkewajiban menyampaikan permohonan
jjin belajar dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

BAB 1V
PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IJIN BELAJAR

Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan seperti diatur pada pasa/ 2 Peraturan ini dapat
diberikan Ijin Belajar.

Pasal 5
Pemberan ijin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang dalam
pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat scbagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini.

Penolakan.........
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PENOLAKAN IJIN BELAJAR
Pasal 6
(1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan schagaimana diatur pada Pasa/ 2 Peraturan ini,
dapat ditolak ijin belajarnya;
(2) Toleransi penerbitan Surat ljin Belajar Pegawai Negeri Sipil yang belum mengajukan permohonan [jin
Belajar paling lambat 6 (¢cnam) bulan sctelah yang bersangkutan melakukan studi.

Pasal 7
Penolakan terhadap permohonan ljin Belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten
yang dalam peclaksanaannya didclegastkan kepada Pejabat schbagaimana diatur dalam lampiran Peraturan ini;

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang memperolch ijin belajarnya berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas
kedinasan schari-har yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 9
Pegawai Negeri Sipil yang memperolch Tjin Belajar apabila diperlukan untuk melaksanan tugas kedinasan
diluar jam kedinasan, berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan tersebut.

Pasal 10

(a) Apabila terjadi pergeseran proses belajar mengajar di sckolah/perguruan tinggi tempat belajar yang
dapat mengganggu jam kerja, Pegawai Negeri Sipil yang memperolch ijin belajar wajib melapor secara
tertulis kepada Pimpinan Unit Organisasinya dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Kabupaten;

(b.) Pimpinan Unit Organisasi memberikan pertimbangan keberatan/tidak keberatan atas pergeseran
proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;

(c) Apabila berdasarkan pertimbangan pergeseran proses belajar mengajar tersebut sangat mengganggu
pelaksanaan tugas schari-han, maka yjin belajar yang tclah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian Kabupaten.

Pasal 11
(1) Pegawai Negen Sipil yang mendapat ljin Belajar dan telah menyclesaikan pendidikannya, wajib
melapor sccara tertulis kepada pimpinan unit organisasi tempat yang bersangkutan untuk kemudian
diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
(2) Llaporan scbagaimana ayal (1) pada pasal ini dilengkapi dengan surat keterangtan tulus/tamat
pendidikan dari Kepala Sckolah/Dckan/ Rektor/Dircktur Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB VI
PENCABUTAN IJIN BELAJAR

Pasal 12

(1)  Apabila pemberian ljin Belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas schan-han atau
Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tjin Belajar tidak mentaati kewajiban scbagaimana diatur pada
pasal 8, 9 dan 10 Peraturan ini, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dicabut dan dibatalkan;

(2) Pencabutan ijin belajar sebagaimana dimaksud ayas (1) pasal ini didasarkan pada surat usulan 1jin
belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis scbanyak 3 (tiga) kali kepada
Pegawai Negen Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13
Pencabutan ljin Belajar scbagaimana tercantum Pasa/ 12 Peraturan ini adalah wewenang Pejabat Pembina
Kepegawaian Kabupaten.

BAB VILI........
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BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

1) Kepada Pegawai Neger Sipil yang tclah mendapat ljin Belajar dapat dipertimbangkan untuk diberikan
bantuan biaya pendidikan sesuai kondisi keuangan dacrah hanya pada akhir masa perkuliahan, bantuan
terscbut Iebih lanjut hanya diberikan 1 (satu) kali bagi PNS ljin Belajar sclama studi untuk keperluan
penyusunan karya ilmiah (I'ugas Akhir, Skripsi dan T'esis), Biaya SPP Semester Akhir, biaya wisuda dlL
dengan pembuktian tcknis dan toleransi limit bantuan scbagai berikut:

a). Bagi PNS Ijin Belajar non jabatan struktural maksimal bantuan sebesac:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat SLTA Rp.  500.000,-
(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat D1, D2& D3 Rp. 1.000.000,-;
(3) Bantuan biaya penyelesaian studt akhir ungkat S1 Rp. 2.500.000,;
(4) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S2 Rp. 6.400.000,-;

b). PNS Jjin Belajar pemegang jabatan struktural Esclon TV maksimal bantuan sebesar:
(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat D1, D2& D3 Rp. 800.000,-;

(2) Bantuan biaya penyclesaian studi akhir tingkat S1 Rp. 2.400.000,-

(3) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat 52 Rp.  6.300.000,5
c). PNS ljin Belajar pemegang jabatan struktural Esclon 111 maksimal bantuan scbesar:

(1) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir tingkat S1 Rp.  2.300.000,-

(2) Bantuan biaya penyelesaian studi akhir ungkat 52 Rp.  6.100.000,-;
d). PNS ljin Belajar pemegang jabatan struktural Eselon 11 maksimal bantuan scbesar:

(1) Bantuan biaya penyclesaian studi akhir tingkat S1 Rp.  2.200.000,-;

(2) Bantuan biaya penyclesaian studi akhir tngkat 52 Rp.  6.000.000,-

2) Pembuktian tcknis scbagaimana yang harus dipenuhi pada ayat (1) dimaksud adalah pembuktian
administrasi dari Lembaga Pendidikan tempat studi bahwa untuk:
a). Bantuan bagi PNS dalam proses penyusunan Skripsi dan Tesis melampirkan Surat Pembimbing dan
Kartu Mahasiswa Tahun terakhir;
b). Bantuan bagi PNS untuk pelunasan SPP Akhir melampirkan bukti pemanggilan registrasi semester
akhir dan kartu mahasiswa tahun terakhir
c). Bantuan bagi kebutuhan biaya wisuda melampirkan bukti pemanggilan wisuda dan kartu mahasiswa

tahun terakhir;
d). Bantuan bagi keperluan lain-lain yang berkenaan dengan  aktivitas penyclesaian studi  akhir
melampirkan bukti relevan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan.

3) Bantuan biaya pendidikan akhir perkuliahan hanya diberikan bagi PNS ljin Belajar yang mengajukan
permohonan bantuan dan tidak dapat diberikan bagi PNS ljin Belajar yang telah disponsori pihak

ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

(1) Pegawai Negen Sipil yang saat berdakunya Peraturan ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi di sckolah/perguruan tingpi dan belum mendapatkan ijin belajar, agar mengajukan
permohonan untuk mendapatkan ijin belajar schagaimana diatur dalam Peraturan ini sclambat-
lambatnya 6 (cnam) bulan scjak Peraturan ini berlaku;

(2.) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan permohonan jin belajar sctelah 6 (cnam) bulan scjak
Peraturan ini ditetapkan, maka dianggap tidak mendapatkan ijin belajar.
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Pasal 15

(1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturanz yang mengatur tentang ljin Belajar scbelumnya

tidak berlaku;

(2.) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
(3.) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam pcnctapa.u Peraturan ini,

akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sehagaimana mestinya

S NAON S. Sos.

~~~Pembina Tingkat I
NIP. 010 091 973

DITETAPKAN DI BENGKAYANG
PADA TANGGAL 5  MARIET 2007

BUPATI BENGKAYANG
t.t.d

ACOBUS LUN

& .‘1 Sesuai Dengan Aslinya
P %rg. .Kretaris Ddu;lﬁ’ abupaten Bengkayang

KRET ARIaT ,



VYNOTSNa0ovI
P
ONVAVIONITL ILVdNd
L00Z LTIVIN € ¢ IVOODNYL vavd
ONVAVIONITLE @ IAdNVNIYLILIAQ

JueieyJuag uatedngey ye SB(] SHBRIYS. ﬁ
eiulsy uedus(g 1ensag yeg

£L6 160 010 "dIN __———
1 18y3ury suiquud gy AV A o

5S NOVN ST :wl//

o z@ |
H-

/

y.A
3!

tu:L@.m, AN

Juedeyduag varednquy yesae(] suariangag

€-§urp A VLNV ‘II siuisadg

unysy, | | q/111 9
| -~ » r € e ~
Fuefeyduag uarednqey yesae(] suavianpg unye] ¢ m /111 TS UTP AL VINY T seisads 'S
Juefeyuag uasednquy yessec] suaeianyog unye], | a/11 1-S Uep 1] VLMV ‘Al"A "
urduenay] uep ISLnsIUIWpY Jueplg] YEIdK(] SHEIDIIS [[ UMISISY unyey, | P/1 I1 VLNV uep 11 ‘11-A ¢
urduenoy uep ISEnsIUUpY Juepl] YeIar(] SUEINIS [ UMSISY unyey 7 q/1 I VLNV uep I-AQ 'V.IIS z
uereaedadoy ueideq) vedoy unyey g e/] LIS i
¢ # d Z /
VI VSYIW | NVODNOTO09D
ONVNAANTM 14991 ONVA LvEv[ad LVIONIL ON
: VANONVENY - ONVINNTS
ONVAVION3TL
NALVdNEVI HVININIWNId NVONONAONITIA TIdIS [¥ADAN
IVAVOAd 19vE ¥v[viad NI NVINZEWId NVOINILIN ONV.INHL
L00T WIBN G ¢ TVOONY.L
L00Z NNHVL €0 YOWON

ONVAVIONEY ILVdNYg NViINLVYdd

NVIIdIAVT




